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KOP BUPATI GARUDA EMAS 

 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR  4  TAHUN 2015 

TENTANG 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN  

MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO,  
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo 

maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengelolaan 
Administrasi Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Perizinan Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai sehingga 
perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan 

Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3833);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

 



3 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 215); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  9 Tahun 2010 

tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

183); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 187); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
196); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 208); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 211); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212); 

MEMUTUSKAN: 
    

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO. 
    

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
   

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang 
selanjutnya disingkat BPMPP adalah satuan kerja perangkat 

daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan 
perizinan, nonperizinan dan penanaman modal. 

5. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo. 

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan 

Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama 
pemberi wewenang. 
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BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

  Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan dalam hal 

penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan 
kepada Kepala BPMPP. 

 
Pasal 3 

   

  Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPMPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: 

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

b. Izin Gangguan; 

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

e. Izin Usaha Industri (IUI); 

f. Tanda Daftar Gudang (TDG); 

g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi: 

1. daya tarik wisata; 

2. kawasan pariwisata; 

3. jasa transportasi pariwisata; 

4. jasa perjalanan wisata; 

5. jasa makanan dan minuman; 

6. penyediaan akomodasi; 

7. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 
konferensidan pameran; 

8. jasa informasi pariwisata; 

9. jasa konsultan pariwisata; 

10. jasa pariwisata; 

11. wisata tirta; dan 

12. solus per aqua (spa); 

h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 

i. Izin Reklame; 

j. Izin Usaha Angkutan; 

k. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 

l. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 

m. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 

n. Izin Prinsip Penanaman Modal; 

o. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

p. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

q. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 

r. Izin Usaha Penanaman Modal; 

s. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 

t. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan 

u. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 
 

 
 

 



6 

 

 

Pasal 4 
    
  

Jenis nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPMPP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: 

a pelayanan izin pra penelitian/survey pendahuluan; dan 

b pelayanan izin penelitian/survey/uji validitas.  

Pasal 5 

  Selain pendelegasian sebagian kewenangan penerbitan dan 

penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Bupati memberikan kewenangan kepada 
Kepala BPMPP dalam hal: 

a. penyusunan standar operasional prosedur perizinan dan 
nonperizinan; 

b. pemberian informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

c. penerimaan dan validasi berkas permohonan; 

d. koordinasi penelitian/ pemeriksaan lapangan; 

e. penerimaan dan penyetoran biaya perizinan dan 
nonperizinan; 

f. pencetakan dokumen dan naskah perizinan dan 

nonperizinan; 

g. penyimpanan dan pengolahan arsip data elektronik; 

h. pengembangan informasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan; 

i. penampungan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; dan 

j. lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 
 
 

BAB III 
KOORDINASI DAN PELAPORAN 

Pasal 6 

 
  Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPMPP melakukan 

koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah  
terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

   

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian 
Kewenangan Pengelolaan Administrasi Perizinan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 23), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
  Pasal 8 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
   Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 9 Januari 2015 

 
BUPATI SUKOHARJO, 
 

             ttd 
 

  WARDOYO WIJAYA 
     Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  9 Januari 2015 

 
      SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2015 NOMOR 4 

 


